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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian
yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen obat belum terlaksana dengan
baik. Praktek penegakan hukum terhadap pelanggaran iklan obat di masyarakat
masih kurang. Pengawasan di bidang periklanan obat juga masih kurang dan
selama ini tidak ada koordinasi antara pihak-pihak yang berwenang yaitu KPI
dan BPOM.
2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan melihat masih
banyaknya hal yang kurang dalam praktek periklanan obat, maka dari itu
penulis menyarankan:

1. Etika Pariwara Indonesia tidak lagi hanya menjadi self regulation yang
diprakarsai oleh para pelaku indutri periklanan, tetapi menjadi Undang-
Undang Periklanan yang berlaku di hukum positif Indonesia. Jadi, jika
terjadi pelanggaran ada sanksi pidana yang tegas dan jelas untuk

menghukum para pelaku.
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2. Pelaku usaha obat sebaiknya lebih memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang ada sebelum mempromosikan produknya melalui iklan
agar tidak memproduksi iklan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan, harus lebih cerdas dan teliti
dalam mengkonsumsi iklan obat di media. Karena kerugian yang diderita
konsumen akibat iklan obat yang menyimpang tidak hanya kesalahan
pelaku usaha, bisa jadi juga dikarenakan kelalaian konsumen tidak cerdas
dalam memilah iklan obat.

4. Pemerintah sebagai pihak pengawas regulasi iklan obat sebaiknya lebih
memperketat pengawasan dalam peredaran iklan obat di media, sehingga
peredaran iklan obat yang menyimpang bisa berkurang dan tidak
merugikan masyarakat. Dan sebaiknya ada koordinasi anatara pihak
pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan iklan

obat yang beredar di media.
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